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PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN EUROPEAN UNION 
(WITHDRAWAL) ACT OLEH INGGRIS 
 
5.1 Players in Position 
 Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa merupakan sebuah bentuk 
kebijakan luar negeri yang di dalam prosesnya melihatkan banyak pihak, baik pihak 
negara ataupun non-negara. Tarik menarik argumentasi dan kepentingan antar 
masing-masing pihak pada akhirnya menghasilkan keputusan bahwasanya Inggris 
menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh 
masyarakat melalui referendum, yakni keluar dari Uni Eropa melalui Euroepan 
Union (Withdrawal) Act yang di dalamnya terdapat redaksi yang menyatakan 
bahwasanya Inggris akan menyesuaikan diri dengan pasal 50 Treaty of European 
Union yang merupakan pasal pedoman untuk penarikan diri. Hal ini sesuai dengan 
skema model untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri, model 
ketiga, yakni Model Birokrasi politik. 
5.1.1 Pemain Yang Terlibat Dalam Pembuatan Keputusan  
Pemain yang terkait dalam proses ini yang pertama adalah Theresa May. 
Theresa May adalah Perdana Menteri yang menggantikan posisi David 
Cameron. David Cameron mengundurkan diri setelah ia melaksanakan janji 
kampanyenya, yakni negosiasi rekonstruksi hubungan Inggris dan Uni Eropa, 
ketika gagal kemudian Cameron mewujudkan adanya referendum untuk 
mengetahui opini masyarakat secara langsung. Sejak awal Cameron berhaluan 
remain, yakni Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa. Ketika hasil 
referendum menunjukkan kemenangan kubu leave, Cameron kemudian mundur 
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dan kemudian digantikan oleh Theresa May yang sebelumnya merupakan 
menteri dalam negeri. Theresa May bersama para menteri dalam kabinetnya 
kemudian menjadikan hasil referendum sebagai agenda politik, yakni 
mewujudkan Inggris keluar dari Uni Eropa. 
Diantara menteri yang aktif dalam pembuatan kebijakan ini adalah menteri 
dalam negeri Amber Rudd. Ia merupakan pihak yang berkepentingan dalam 
keluar-masuknya imigran ke dalam Uni Eropa. Rudd membantu Theresa May 
untuk membatasi masuknya imigran ke dalam Inggris. Selain itu terdapat pula 
Menteri Urusan Keluar Dari Uni Eropa, yakni David Davis yang merupakan 
pihak bawahan May untuk berhubungan dan bernegosiasi dengan pihak Uni 
Eropa dalam membicarakan bagaimana keluarnya Inggris terkait posisinya 
sebagai Menteri Urusan Keluar dari Uni Eropa. 
Sejalan dengan keinginan rakyat dalam referendum, ada juga Partai 
Kemerdekaan Inggris atau United Kingdom Independence Party (UKIP) yang 
merupakan partai dengan visi dan misi yang solid sejak awal serta konsisten, 
yakni Inggris keluar dari Uni Eropa. Salah satu isu yang ramai diangkat oleh 
partai ini adalah keberadaan imigran. UKIP juga memberikan saran mengenai 
regulasi masuknya imigran ke dalam Inggris. 
Dan ada juga Partai Buruh yang merupakan partai yang vokal dalam 
menyuarakan penolakannya agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Partai Buruh 
yang kemudian berusaha memberikan usulan amandemen mengenai kebijakan 




5.1.2 Posisi dan Kepentingan Aktor yang Terlibat dalam Proses 
Keluarnya Inggris dari Uni Eropa 
Inggris memiliki konstitusi tersendiri di mana Perdana Menteri 
bertanggung penuh kepada parlemen. Segala macam aktivitas yang dilakukan 
oleh perdana menteri berdasarkan undang-undang yang harus dan telah disetujui 
oleh parlemen. Ketika muncul suatu kebijakan baru, perdana menteri tidak serta 
merta bisa memutuskan secara sepihak meskipun dengan sebuah proses 
intelektual, namun kebijakan tersebut harus sudah disetujui oleh parlemen yang 
terdiri dari bikameral, House of Commons dan House of Lords1.  
Namun bagaimanapun juga Perdana Menteri memiliki tugas utama 
dalam kancah perpolitikan Inggris. Sebagai kepala pemerintahan Inggris ia 
bertanggungjawab terhadap jalannya segala macam keputusan. Perdana Menteri 
juga bertugas dalam mengawasi semua dinas sipil dan menunjuk menteri dalam 
kabinet pemerintahan. Sedangkan dalam House of Commons, perdana menteri 
juga menjadi tokoh pemerintahan utama2. 
Seorang perdana menteri memiliki juga memiliki suatu agenda politik 
tersendiri. Salah satu agenda politik utama May ketika menggantikan May 
adalah meneruskan perundingan Inggris bersama Uni Eropa agar bisa 
mengupayakan untuk keluar dari persatuan regional tersebut. Hal tersebut unik 
mengingat sebelum May menjabat sebagai Perdana Menteri, artinya ketika 
                                                          
1 Diakses melalui situs resmi pemerintahan Inggris http://www.parliament.uk/about/how/laws/ 




Cameron berkuasa, May menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang diantara 
tugasnya adalah mengurusi masalah imigran. May sendiri saat itu  
Selanjutnya ada Menteri Urusan Keluar dari Uni Eropa. Kementerian ini 
merupakan suatu departemen baru yang diciptakan oleh Theresa May di awal 
pengangkatan May sebagai perdana menteri pada 26 Juli 2016. Sebelumnya 
urusan kebijakan yang bersebtuhan dengan ranah luar Inggris ditangani oleh 
Kementerian Luar Negeri. Namun May melihat urgensi negosiasi keluarnya 
keanggotaan Inggris, maka kemudian May membentuk departemen ini. David 
Davis yang merupakan pendukung kubu leave. Diangkat menjadi kepala 
departemen ini3.  
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kementerian ini adalah memimpin 
perundingan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa dan menjalin hubungan 
antara Uni Eropa dan Inggris untuk kedepannya, melakukan negosiasi untuk 
mendukung Perdana Menteri termasuk mengadakan diskuis bilateral mengenai 
keluarnya Inggris dari Uni Eropa dengan negara-negara anggota UE lainnya, 
bekerja mengurusi administrasi yang menjadi mandat yang diamanahkan oleh 
parlemen dan berbagai pihak yabng dibutuhkan untuk keluarnya keanggotaan 
Inggris dari UE, meneruskan tugas sebagai perwakilan dewan di meja 
pemerintahan pusat Uni Eropa hingga Inggris resmi keluar dari Uni Eropa, serta 
memimpin dan mengkoordinasi pekerjaan lintas pemerintah untuk memanfaat 
                                                          
3 Inggris Press release New ministerial appointment July 2016: Secretary of State for Exiting the 





peluang sebaik mungkin dan mengupayakan agar proses keluar dapat berjala 
semulus mungkin4. 
Selanjutnya ada Menteri Dalam Negeri yang saat perundingan dimulai 
dijabat oleh Amber Rudd. Secara umum tugas kementerian ini adalah 
menyediakan keamanan bagi seluruh residen Inggris, diantaranya adalah 
menangani terorisme, kejahatan, pemadam kebakaran, kebijakan obat dan yang 
menjadi salah satu prioritasnya adalah mengenai paspor dan imigrasi5. Banyak 
imigran Inggris yang mengaplikasikan dirinya untuk menjadi warga naturalisasi 
Inggris agar memperoleh hak yang sama seperti warga asli Inggris. Hal ini 
kemudian menjadi tanggung jawab kementerian ini untuk menerapkan rumusan 
instrumen yang mengatur hal ini. Diantaranya adalah mengadakan Life in The 
United Kingdom Test. Diantara hal yang menjadi isu utama pembahasan dalam 
referendum Inggris tahun 2016 adalah masalah imigran. Maka Amber Rudd 
bertugas membantu Theresa May dalam mengatur dan menyiapkan instrumen 
regulasi imigran dan status warga Uni Eropa yang berada dalam Inggris seiring 
dengan keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. 
Dan terakhir adalah Partai Buruh. Sebenarnya banyak pihak atau suara 
yang berada di kubu stay atas keputusan Eropa, namun tidak semua memiliki 
posisi atau kekuatan untuk bergabung dalam meja perundingan kebijakan. Partai 
Buruh menjadi tokoh penting dalam proses pembuatan kebijakan ini karena ia 
merupakan partai oposisi utama dari kubu Theresa May yang berasal dari Partai 
                                                          
4 Secretary of State for Exiting the European Union diakses melalui situs resmi pemerintah Inggris 
https://www.gov.uk/government/ministers/secretary-of-state-for-exiting-the-european-union  




Konservatif. Manifesto utama dari Partai Buruh adalah memperjuangkan hak 
pekerja yang berada di Inggris. Hal ini mencakup pekerja yang berasal dari kaum 
imigran6. Partai Buruh memiliki kekuatan dalam mempengaruhi jalannya 
perundingan kebijakan dalam meja bikameral. 
5.1.3 Pendapat Tiap Aktor mengenai Keluarnya Inggris dari Uni Eropa 
Terjadinya tarik menarik kepentingan antar berbagai aktor berdasarkan 
posisi mana ia berasal untuk menentukan atau menghasilkan suatu rumusan 
kebijakan dalam panggung birokrasi pemerintahan merupakan suatu 
keniscayaan dalam model birokrasi politik milik Allison. Adakalanya faktor 
tersebut dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi atau karakter negara yang masuk 
dalam permainan7. Dalam isu pembuatan kebijakan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa juga terdapat beberapa pihak yang melakukan tarik ulur kepentingan dan 
tawar-menawar berdasarkan posisi, peran dan tujuan yang ingin mereka raih. 
Pihak tersebut secara umum menjadi dua, yakni pihak leave yang diwakili oleh 
Perdana Menteri yang merupakan kubu sayap kanan partai konservatif, dan 
pihak remain yang diwakili oleh Partai Buruh. Masing-masing pihak memiliki 
argumen yang kuat mengenai tujuannya. Di satu pihak Perdana Menteri, Theresa 
May, ingin mewujudkan keinginan rakyat dalam referendum sebagai bentuk 
konstitusi demokrasi Inggris. 
Theresa May melihat bahwasanya isu utama yang didapatkan dari hasil 
referendum adalah bahwasanya rakyat menginginkan adanya pengurangan 
                                                          
6 Diakses melalui situs resmi Partai Buruh https://labour.org.uk/manifesto/  
7 Graham T. Allison, Conceptual Models and The Cuban Missile Crisis, The American Political 
Sciences Review. Vol. LXIII No 3, US: 1969, hal 700 
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pendatang berupa imigran ke dalam Inggris. May memahami hal ini dengan latar 
belakang bahwa posisi sebelum ia menjabat sebagai perdana menteri adalah 
sebagai menteri dalam negeri yang mengetahui keluar masuknya imigran ke 
dalam Inggris. Ketika May menjabat ia melihat bahwasanya terjadi ketimpangan 
antara imigran dan emigran. Secara umum jumlah pendatang tiap tahunnya ke 
Inggris berjumlah 330.000 per tahun dengan rincian 188.000 berasal dari Uni 
Eropa dan 188.000 berasal dari luar Uni Eropa. Sedangkan emigran dari Inggris 
hanya berkisar angka 39.000 jiwa. Saat May menjabat sebagai Menteri Dalam 
Negeri ia menargetkan adanya net-migran yang berkesinambungan dengan 
kisaran angka di bawah 100.000 per tahun8. Namun target itu tidak tercapai.  
May sendiri sebenarnya adalah pendukung kubu remain saat kampanye 
referendum, namun saat ia ditahbiskan menjadi Perdana Menteri ia kemudian 
berusaha menjadikan Brexit sebagai agenda utama Partai Konservatif, partai 
tempat May berasal9. Maka kemudian dalam pernyataan utamanya setelah ia 
menjadi perdana menteri, May menyatakan, “Brexit means Brexit - and we’re 
going to make a success of it. It will be the responsibility of everyone sitting 
around the Cabinet table to make Brexit work for Britain.”10  
May  juga menyatakan bahwa isu imigrasi akan ia angkat menjadi isu 
utama dalam perundingan. Uni Eropa. May mengatakan bahwa selama ini 
kegagalan yang terjadi pada pencapaian target net-migran Inggris adalah karena 
                                                          
8 Parlemen Inggris mendukung Brexit. Apa Saja Yang Harus Anda Ketahui. Diakses melalui 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38835774 pada 27 Desember 2017 
9  What is Theresa May's view on Brexit? Diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia-
38835774 pada 27 Desember 2017 
10 Little, Alison. Theresa May's FIRST ORDERS: PM tells ALL Cabinet MPs to play their part in Brexit 
fight. Diakses melalui https://www.express.co.uk/news/politics/690738/Theresa-May-Cabinet-
support-Brexit-Prime-Minister-Wales pada 13 Desember 2017 
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Inggris tidak berdaya terhadap regulasi free-movement yang terjadi dalam Uni 
Eropa. Adanya brexit membuat Inggris akan kembali mengambil alih kontrol 
masuknya imigran. Hal ini sesuai pernyataan May, “Brexit must mean control 
of the number of people who come to Britain from Europe”.11 
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan David Davis bahwa 
masuknya imigran secara besar-besaran ke Inggris membawa dampak baik 
untuk perekonomian secara global kepada Inggris, namun secara individu hal 
tersebut bukan suatu keuntungan karena ia mengkalkulasi bahwa pertumbuhan 
PDB per kapita pada tahun 2015 berada pada angkat 2% atau kurang, di mana 
angka ini adalah angka rendah dibandingkan beberapa dekade sejak peang dunia 
kedua12. 
May juga berpandangan bahwa dengan meninggalkan Uni Eropa, maka 
Inggris akan benar-benar bisa memiliki kuasa atas pengaturan hukum dan 
perundangannya. Karena selama ini Inggris harus patuh terhadap regulasi yang 
berasal dari Dewan Uni Eropa untuk diterapkan ke dalam ranah domestik 
Inggris. Beberapa aturan dari pemerintah Inggris contohnya adalah penerapan 
pajak 15% untuk seluruh barang dan jasa. Hal ini kemudian menyulitkan 
pengusaha kecil di Inggris karena harus menerapkan instrumen yang sama 
                                                          
11 Full text of the speech by Prime Minister Theresa May. Diunduh melalui 
https://static.rasset.ie/documents/news/theresa-may-speech.pdf pada 27 Desember 2017 
12 Davis, David, David Davis: Trade deals. Tax cuts. And taking time before triggering Article 50. A 
Brexit economic strategy for Britain. Diakses melalui 
http://www.conservativehome.com/platform/2016/07/david-davis-trade-deals-tax-cuts-and-




dengan perusahaan besar yang memiliki biaya produksi lebih efisien karena 
produktivitasnya banyak13. 
 Kemudian mengenai aturan dagang, May berpandangan bahwa 
keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan dapat membawa kesepakatan baru 
mengenai aturan perdagangan antara kedua belah pihak. Inggris akan 
bernegosiasi dengan Uni Eropa dalam perdagangan dalam bentuk Free Trade 
Agreement with The European Union, bukan lagi single market seperti 
sebelumnya.14  
May juga mengatakan bahwa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa 
maka Inggris akan leluasa melakukan hubungan kerjasama dagang dengan pihak 
luar Eropa yang sebelumnya terhalang regulasi Uni Eropa. Bergabung dengan 
Uni Eropa artinya Inggris harus mematuhi regulasi Common Commercial Policy 
yang menjadi salah satu elemen Custom Union yang membuat Inggris memiliki 
keterbatasan hubungan kerja sama dengan negara lain di luar Uni Eropa15. 
Davis memperkuat argumen May bahwa Uni Eropa sebagai suatu 
organisasi yang melibatkan 28 negara anggota, membuatnya kesulitan dan 
membutuhkan waktu yang lama ketika mengadakan suatu kesepakatan dengan 
negara luar kawasan. Hal ini dikarenakan Uni Eropa harus menyesuaikan poin 
kesepakatan agar dapat memberikan keuntungan maksimal kepada seluruh 
negara anggotanya. Hal ini dianggap sebagai sebuah kerumitan. Beda halnya 
                                                          
13 McSmith, Andy. 15 EU laws and regulations we will miss in post-Brexit Britain. Diakses melalui 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-15-eu-laws-we-will-miss-in-britain-
a7103031.html pada 13 Desember 2017 
14 Full text of the speech by Prime Minister Theresa May. Diunduh melalui 




apabila suatu negara tunggal membuat sebuah kesepakatan. Karena ia hanya 
melibatkan dua pihak. Contohnya Korea Selatan yang mampu membuat 
kesepakatan hingga titik final dengan Amerika Serikat dalam waktu satu tahun. 
Chile bahkan lebih cepat karena berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan 
tiga negara, yakni Cina, Kanada dan Australia hanya dalam waktu satu tahun. 
Uni Eropa sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun hanya untuk 
menyepakati sebuah kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat dan Kanada16. 
Selanjutnya menurut Davis dengan kebebasan kesepakatan di luar aturan 
Uni Eropa, memang akan menurunkan ekspor ke Uni Eropa karena Inggris akan 
menggunakan instrumen berdasarkan WTO, namun kemudian Inggris bisa 
melakukan peningkatan ekspor ke negaranegara lain yang sebelumnya terbentur 
aturan UE. Dalam hal industri sendiri, Davis mencontohkan mengenai produksi 
kendaraan. Sebagian besar teknologi murah diproduksi di Asia. Industri otomotif 
Inggris nantinya akan bisa bekerjasama dengan negara-negara Asia untuk 
memproduksi mobil dengan harga yang lebih efisien sehingga bisa lebih 
bersaing di pasar global17. 
Amber Rudd, sebagai menteri dalam negeri diantara wewenangnya 
adalah mengkontrol jumlah imigran yang masuk. Hal ini sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh May berkenaan dengan pembatasan imigran yang masuk. May 
sendiri sebelum menjadi perdana menteri adalah menteri dalam negeri yang 
                                                          
16 Davis, David, David Davis: Trade deals. Tax cuts. And taking time before triggering Article 50. A 
Brexit economic strategy for Britain. Diakses melalui 
http://www.conservativehome.com/platform/2016/07/david-davis-trade-deals-tax-cuts-and-





memiliki target agar jumlah net migran mencapai angka ratusan ribu. Saat May 
menjabat, target tersebut belum  bisa dicapai. Ketika May menjadi Perdana 
Menteri, ia mengarahkan Rudd agar mencapai target serupa. Lebih tepatnya di 
bawah angka 100.00018. 
Amber Rudd sendiri meskipun memiliki tugas terkait pembatasan imigra 
yang sebenarnya ia adalah salah satu dari prinsip utama Uni Eropa memiliki 
pandangan bahwasanya Inggris seharusnya tetap bersama dengan Uni Eropa. 
Amber Rudd sendiri sering menyampaikan secara vokal mengenai posisinya 
sebagai pendukung remain dalam banyak kesempatan sesi debat di televisi19. 
Bagi Rudd, dengan adanya brexit maka nantinya seluruh warga Uni Eropa yang 
berada di Inggris harus dibuatkan ID. Hal tersebut paling tidak membutuhkan 
biaya 300 miliar euro yang dirasa Rudd sebagai pemborosan pajak rakyat20. 
Suara penolakan Amber Rudd tentang Brexit sudah ia gaungkan sejak ia 
menjadi Menteri Energi. Ketika masih dalam kementerian tersebut, Rudd 
menganalisa bahwa dengan keluar dari Uni Eropa, Inggris akan kehilangkan 
potensi investasi di bidang gas hingga 500 miliar euro. Kemudahan investasi 
tersebut merupakan keuntungan yang didapat Inggris sebagai dampak bergabung 
dengan Uni Eropa. Selain itu potensi investasi tersebut akan membuka 660.000 
                                                          
18 Little, Alison. Brexit tensions EXPOSED as Amber Rudd REFUSES to endorse Theresa May's 
attack on Remainers. Diakses melalui https://www.express.co.uk/news/politics/717179/Amber-
rudd-refuses-theresa-mays-attack-remainers pada 8 januari 2018 
19 Little, Alison. Brexit tensions EXPOSED as Amber Rudd REFUSES to endorse Theresa May's 
attack on Remainers. Diakses melalui https://www.express.co.uk/news/politics/717179/Amber-
rudd-refuses-theresa-mays-attack-remainers pada 8 januari 2018 
20 Watts, Joe. Home Secretary Amber Rudd reveals three million EU citizens living in Britain will 
need ID after Brexit. Diakses melalui  www.independent.co.uk/news/uk/politics/home-secretary-
amber-rudd-3-million-id-after-brexit-100m-a7458081.html pada 8 Januari 2018 
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kesempatan kerja21. Selain itu pasokan pipa gas Inggris telah terhubung kepada 
Belanda dan Belgia.  
Kemudian bagaimana dari sisi Partai Buruh? Di dalam tubuh Partai 
Buruh sendiri terjadi perpecahan kubu antara sayap kanan, yang mendukung 
Brexit, dan sayap kiri, yang ingin Inggris tetap bersama dengan Uni Eropa. 
Namun pada saat menjelang referendum dimulai, Partai Buruh adalah salah satu 
partai dengan pergerakan aktif menyuarakan agar Inggris bertahan dalam UE. 
Alasannya adalah kekhawatiran terhadap nasib dan hak para pekerja imigran di 
Inggris. 
Namun Jeremy Corbyn, ketua Partai Buruh, kemudian menjelaskan 
bagaimana posisi Partai Buruh. Bahwasanya pada dasarnya ia melihat hasil 
referendum bukan sebagai pilihan antara leave atau remain, namun lebih 
menunjukkan bahwasanya masyarakat Inggris tidak puas dengan regulasi Uni 
Eropa mengenai pekerja imigran. Corbyn menegaskan bahwasanya ia 
menyuarakan agar Inggris tetap bersama Uni Eropa namun bukan berarti sama 
seperti sebelumnya. ia berharap adanya reformasi di dalam aturan kebijakan Uni 
Eropa untuk bisa lebih melindungi warga.  
5.2 Proses Pembuatan Kebijakan 
 5.2.1 The Pace of The Game 
 Theresa May, yang sebelumnya pendukung kubu remain saat menjabat 
sebagai Menteri Dalam Negeri, berubah haluan menjadi pendukung keputusan 
agar Inggris leave dari Uni Eropa ketika ia diangkat menjadi Perdana Menteri 
                                                          
21 Brexit likely to be ‘electric shock’, says Amber Rudd. Diakses melalui 
https://www.ft.com/content/47367f0c-f11e-11e5-9f20-c3a047354386 pada 8 Januari 2018 
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menggantikan David Cameron yang mengundurkan diri ketika hasil referendum 
dimenangkan oleh kubu leave22. Pada hari pertama May berkantor di Downing 
Street, May langsung menyatakan beberapa pernyataan, yakni akan berusaha 
membantu orang-orang kurang mampu, melawan ketidakadilan dan 
mengusahakan ekonomi yang menguntungkan bagi semua pihak. Tidak lupa 
kemudian May menyatakan bahwa ia akan memberikan brexit untuk Inggris23. 
Hal tersebut ia nyatakan dalam sebuah pernyataan, “As we leave the European 
Union we will forge a bold new positive role for ourselves in the world, and we 
will make Britain a country that works not just for a privileged few but for every 
one of us.”24.  
Hal ini menjadikan agenda pemerintahan May menjadi jelas mengenai 
brexit. Kemudian May menyatakan bahwa brexit adalah penting untuk dijadikan 
suatu target agenda Inggris guna menghormati hasil referendum yang 
merupakan bentuk demokrasi. Kemudian di level partai, May menginginkan 
untuk meminimalisir perpecahan dalam tubuh partai karena dalam Partai 
Konservatif sendiri nyatanya memang terpecah antara pro dan kontra brexit25. 
Dengan hasil kemenangan kubu leave pada referendum, Partai Konservatif 
seharusnya merubah fokus pandangan, tidak terus berdebat mengenai remain-
                                                          
22 UK: Theresa May set to replace David Cameron as PM. Diakes melalui 
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/uk-theresa-set-replace-david-cameron-pm-
160713112435435.html pada 7 Januari 2018 
23 Helm, Toby. Theresa May’s first pledge as PM was for a 'one-nation Britain'. Can she deliver?. 
Diakses melalui https://www.theguardian.com/politics/2016/jul/16/theresa-may-one-nation-
britain-prime-minister pada 7 Desember 2017  
24 Castle, Steven. Theresa May, New British Prime Minister, Gives Boris Johnson a Key Post. 
Diakses melalui https://www.nytimes.com/2016/07/14/world/europe/david-cameron-theresa-
may-prime-minister.html pada 7 Desember 2018 
25 Heath, Allister. Theresa May has proved she is serious about Brexit. Here's what she must do to 
deliver. Diakses melalui http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/13/theresa-may-has-proved-
she-is-serious-about-brexit-heres-what-sh/ pada 7 Januari 2017 
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leave, namun kembali pada fokus tujuan dari partai konservatif, yakni 
membentuk masyarakat sosial tanpa diskriminasi, memperbaiki kualitas sekolah 
negeri, dan bagaimana hasil referensum tetap mengakomodasi kepentingan 
untuk perekonomian yang lebih baik untuk Inggris26. 
 Selanjutnya pada minggu yang sama pada pengangkatannya, May mulai 
merombak susunan kabinet yang nantinya bekerja di bawahnya. Diantara 
Menteri yang diangkat adalah Borris Johnson sebagai Menteri Luar Negeri 
menggantikan Phillip Hammond27. Sedangkan Johnson sendiri dikenal sebagai 
pihak yang ekstrim menyuarakan agar Inggris berpisah dari Uni eropa28. Tidak 
hanya itu, May bahkan kemudian membuat suatu departemen kementerian baru 
dengan tugas khusus untuk menjadi asisten May dalam proses negosiasi guna 
mewujudkan Brexit. Kementerian ini bernama Kementerian Urusan Keluar dari 
Luar Negeri. May menunjuk David Davis sebagai menteri yang pertama kali 
menjabat posisi ini. David Davis juga berasal dari kubu leave29.  
 Meski May telah menyatakan untuk mendukung brexit pada konferensi pers 
pertamanya, May tidak akan memulai notifikasi untuk keluar dari UE kepada 
dewan UE hingga tahun 2017. Hal ini dikarenakan May ingin menyusun 
program dan tujuan dengan matang. Hal tersebut ia sampaikan pada salah satu 
petinggi UE yang sekaligus Perdana Menteri Jerman, Angela Merkel. May 
menyatakan bahwa pada tahun 2016 ia akan concern untuk membina hubungan 
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27 Castle, Steven. Theresa May, New British Prime Minister, Gives Boris Johnson a Key Post. 
Diakses melalui https://www.nytimes.com/2016/07/14/world/europe/david-cameron-theresa-





baik dengan negara-negara rekanan erat Inggris, diantaranya Jerman, di samping 
menyusun tugas ke depannya untuk penarikan diri secara terperinci. Sehingga 
nantinya ketika Inggris keluar, situasi hubungan Inggris dengan negara lain tetap 
berada dalam situasi yang positif untuk memberikan manfaat terbaik bagi 
masing-masing warga negaranya. Namun bagaimanapun juga May tidak pernah 
menyatakan akan mundur dari Brexit30. 
 Pada Agustus 2016, May mengmpulkan beberapa menteri dalam kabinetnya 
untuk fokus membahas mengenai brexit. Sebelum pertemuan May menekankan 
kepada para menteri agar dalam pertemuan nanti mereka membawa bahan dan 
ide yang dapat digunakan untuk menyongsong brexit ke depan dengan 
kemungkinan terbaik. Diantara menteri yang memberi masukan adalah Philip 
Hammond yang menginginkan agar Inggris bisa tetap mempertahankan pasar 
tunggal namun dengan pembatasan imigran. Hal tersebut ke depannya ditolak 
oleh Brussel karena dengan memutuskan hubunga dengan Uni Eropa, berarti 
kesepakatan keistimewaan yang didapat dalam hubungan regional akan dicabut 
karena kebebasan pergerakan tenaga kerja merupakan salah satu prinsip utama 
dalam Uni Eropa31. 
 Hingga saat itu, May masih mendapatkan tekanan dari berbagai macam 
pihak, baik di parlemen, oposisi, bahkan dari kabinetnya sendiri mengenai 
kematangan perencanaan tujuan brexit sebelum brexit benar-benar dilakukan 
secara formal. Namun suata publik justru berbeda. Partai Konservatif, yang 
                                                          
30 Brexit: Theresa May says talks won't start in 2016. Diakses melalui 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36841066 pada 7 Januari 2017 
31 Anuska, Asthana. Theresa May calls Brexit meeting amid reports of single market split. Diakses 
melalui https://www.theguardian.com/politics/2016/aug/28/theresa-may-brexit-meeting-single-
market pada 7 Januari 2018 
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merupakan partai asal May, justru mendapatkan poling kenaikan dalam suatu 
polling di mana Konservatif memimpin 14 poin dengan perolehan angka 41%. 
Hal tersbut berbanding terbalik dengan apa yang diterima oleh Partai Buruh di 
posisi kedua dengan disertai penurunan perolehan polling, yakni 27%. Partai 
Konservatif mendapatkan satu poin peningkatan yang berarti 50.000 tambahan 
pendukung32.  
Tidak lama setelah muncul hasil poling ini, May mengumpulkan 
kabinetnya dalam pertemuan pertama musim panas dan menegaskan bahwa 
sikapnya tetap sama mengani Brexit. Dan ia menambahi bahwa tidak 
diperlukannya referendum kedua seperti yang diusulkan oleh pendukung 
remain. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh May, “We must continue to 
be very clear that Brexit means Brexit, that we’re going to make a success of it. 
That means there’s no second referendum, no attempts to sort of stay in the EU 
by the back door, that we’re actually going to deliver on this,”33. Dalam 
pertemuan tersebut May menyatakan bahwa dengan meninggalkan Uni Eropa, 
Inggris bisa melebarkan peran dan pengaruh di skala yang lebih luas, yakni di 
pentas internasional. Di bulan Agustus ini May juga melakukan serangkaian 
panggilan telefon kepada para pemimpin negara, yakni Perdana menteri 
Finlandia dan Perdana Menteri Norwegia mengenai sikap Inggris yang tidak 
akan kembali ke Eropa34.  
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Salah satu partner Inggris yang tidak bisa diabaikan adalah Amerika 
Serikat. Sebelum Inggris akan mengadakan referendum pada bulan Juli, pada 
bulan April 2016 Amerika Serikat menyatakan bahwa Inggris akan berada di 
daftar antrean yang panjang untuk melakukan kesepakatan dengan AS apabila ia 
keluar dari Uni Eropa. Hal ini menyiratkan ketidaksetujuan Obama saat itu 
mengenai brexit. Namun pada September 2016 Obama dan May telah 
melakukan pertemuan intens dalam konferensi summit 20 mengenai hubungan 
keduanya terkait imbas dari brexit35. Setelah pertemuan ini Obama kemudian 
menyatakan bahwa brexit tidak akan merubah hubungan baik antara AS dan 
Inggris. Obama menyatakan bahwa pernyataannya pada bulan April tersebut 
dikarenakan belum mendapatkan analisa data mengenai dampak brexit terhadap 
Inggris yang ternyata bisa ditekan mninimal36. Dari May sendiri ketika 
menghadapi tekanan mengenai status imigran selama proses, May kemudian 
mengatakan bahwa status dan hak para imigran akan tetap terjamin selama 
proses brexit37.  
Ketika eksekutif akan melanjutkan usaha dan negosiasi lebih lanjut 
dengan Uni Eropa, Pengadilan Tertinggi (supreme court) memutuskan 
bahwasanya eksekutif tidak memiliki hak prerogatif untuk melanjutkan upaya 
tanpa ada rancangan undang-undang yang disetujui oleh parlemen. Eksekutif 
harus segera membuat RUU (bill) untuk diajukan dalam parlemen sebagai 
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konstitusi formal negara untuk membuat suatu kebijakan luar negeri sebagai 
acuan untuk melangkah lebih jauh38. 
5.2.2 The Structure of The Game 
Inggris memiliki konstitusi tersendiri dalam proses pembuatan 
kebijakannya. Yakni melalui proses meja parlemen yang melibatkan bikameral, 
yakni House of Commons dan House of Lords. Apabila keduanya telah sepakat, 
maka kebijakan baru akan muncul setelah hasil perundingan diresmikan secara 
formalitas oleh pihak kerajaan. Mengenai isu brexit, awalnya Perdana Menteri 
May akan langsung melaksanakan pengaktifan pasal 50 TEU berdasarkan hasil 
referendum, namun pada November 2016 Pengadilan Tinggi Inggris 
memutuskan agar May tetap membawa isu ini ke dalam tahapan bikameral. 
Maka sebagai tahap awal isu ini dibahas ke dalam House of Commons. 
Majelis Rendah (House of Common) memiliki nama resmi The 
Honourable the Commons of the Britania Raya of Great Britain and Northern 
Ireland in Parliament assembled. Majelis Rendah beranggotakan 650 orang 
yang terpilih berdasarkan pemilu dengan sistem pemilihan majemuk di mana 
tiap kursi mewakili sejumlah gambaran populasi yang biasanya terdiri dari 
60.000-80.000 pemilih. Setiap masa jabatan berlaku selama 5 tahun. Dengan 
demikian kawasan yang memiliki populasi besar akan dapat mengirimkan wakil 
yang lebih banyak dan sebaliknya. Majelis ini diketuai oleh The Speaker yang 
                                                          
38 Bowcott, Owen. Supreme court rules parliament must have vote to trigger article 50.  Diakses 
melalui https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/24/supreme-court-brexit-ruling-
parliament-vote-article-50 pada 8 januari 2018 
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tidak boleh terlibat dalam partai politik manapun bahkan ketika ia telah 
pensiun39. 
Majelis Rendah memiliki wewenang kekuasaan yang tinggi, bahkan 
dibandingan dengan Majelis Tinggi. Ia berwewenang untuk menyetujui atau 
menolak suatu rancangan undang-undang yang diusulkan oleh eksekutif. Dalam 
kasus Brexit, House of Common telah membahas hal tersebut pada 1 dan 8 
Februari 2017 dan kemudian memutuskan untuk menyetujuinya dengan suara 
kemenangan 494 dari 650 suara.40.  
Ada sembilan poin yang diperdebatkan dalam sesi ini. Diantaranya 
adalah pandangan pemerintah Gibraltar, hak-hak para pekerja yang tinggal di 
Inggris, Euratom, namun semua poin tadi tidak mendapat persetujuan dari 
anggota parlemen. Diantara usulan yang yang kontroversial adalah berasal dari 
Ketua Partai Liberal Demokrat, Tim Farron, yang menginginkan adanya 
referendum kedua sebelum brexit benar-benar dimulai. Namun ia hanya 
didukung 33 suara41. 
Mengenai masalah imigran sendiri, banyak terjadi perdebatan mengenai 
bagaimana nasib para warga Uni Eropa yang tinggal dan bekerja di Inggris. 
Amber Rudd, selaku Menteri Dalam Negeri kemudian membungkan dengan 
menyatakan bahwa pemerintah menjamin hak mereka sampai brexit diputuskan, 
                                                          
39 Diakses melalui situs resmi pemerintah Inggris http://www.parliament.uk/business/commons/  
40 Hughes, Laura. Brexit vote: Theresa May wins Commons approval to trigger Article 50 as 
Labour's Clive Lewis resigns. Diakses melalui 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/08/brexit-debate-vote-live-theresa-may-pmqs/ pada 
14 Desember 2017 
41 Hughes, Laura. Brexit vote: Theresa May wins Commons approval to trigger Article 50 as 
Labour's Clive Lewis resigns. Diakses melalui 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/08/brexit-debate-vote-live-theresa-may-pmqs/ pada 
14 Desember 2017 
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artinya tidak akan ada yang berubah, sedangkan setelah Brexit juga akan sama 
hingga ada sidang dan keputusan dari parlemen di masa yang akan datang42. 
Di akhir diskusi, kubu vote menang dan Majelis Rendah kemudian 
memutuskan untuk meloloskan agenda May. Hasil keputusan ini kemudian 
dibawa ke dalam Majelis tinggi pada 20 Februari 2017 dengan hasil 
diamandemen dan dikembalikan ke Majelis Rendah. Pada 13 Maret 2017 
Majelis Rendah memutuskan untuk menolak amandemen yang diusulkan oleh 
Majelis Tinggi. Berhubung sistem bikameral Inggris mewajibkan kesepakatan 
antara dua belah kamar maka ia harus dikembalikan lagi ke Majelis Tinggi 
mengenai penolakan ini. Dan akhirnya pada 14 Maret 2017 Majelis Tinggi 
menyetujuinya tanpa amandemen43. 
5.2.3 The Law of The Game 
Majelis Tinggi (House of Lords) Inggris memiliki nama resmi  The Right 
Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland in Parliament assembled44. Majelis Tinggi 
beranggotakan sekitar 800 orang yang dipilih bukan berdasarkan pemilu, namun 
berdasarkan pengangkatan. Secara detail ada 3 macam anggota kamar ini, yang 
pertama adalah bangsawan seumur hidup (life peers) yang statusnya bisa 
diwariskan secara turun temurun, bangsawan terpilih (heredity peers) yang 
statusnya tidak bisa diwariskan, dan terakhir adalah golongan intelektual dan 
pemuka agama. Kedua golongan terakhir pengangkatannya dilakukan oleh pihak 
                                                          
42 Ibid 
43 Ibid 
44House of Lords: Playing a Vital Role in Making laws Investigating Public Policy Checking 
Government Action. Pdf. Diunduh melalui http://www.parliament.uk/documents/lords-
information-office/HoLwhat-the-lords-and-its-members-do-v2.pdf pada 7 Desember 2017 
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kerajaan atas saran dari Perdana Menteri dan anggota politik yang tidak 
berafiliasi dengan partai manapun atas rekomendasi dari Komisi Pengangkatan 
House of Lords (House of Lords Appointmen Commission)45.  
Masa jabatan dalam satu periode adalah selama 5 tahun. Meskipun 
bernama Majelis Tinggi, namun domain kekuasaan yang dimiliki kamar ini 
berada di bawah Majelis Rendah. Majelis Tinggi ini memiliki fungsi  di dalam 
tubuh legislatif sebagai perevisi undang-undang dan pengawasan aktifitas 
politik. Majelis Tinggi juga tidak dapat memberhentikan eksekutif. Ia hanya 
dapat mengusulkan kepada Majelis Rendah untuk diberhentikannya eksekutif 
melalui mekanisme mosi tidak percaya.46. 
Terkait dengan kasus RUU implementasi pasal 50 TEU, pada tanggal 20 
Februari Majelis Tinggi menerima RUU yang telah diloloskan oleh Majelis 
Rendah. Setelah di bahas kemudian muncul kesepakatan untuk meloloskannya 
namun dengan amandemen, yakni jaminan mengenai hak-hak para pekerja dan 
imigran di Inggris.  
Within three months of exercising the power under subsection (1), 
Ministers of the Crown must bring forward proposals to ensure that 
citizens of another European Union or European Economic Area country 
and their family members, who are legally resident in the United Kingdom 
on the day on which this Act is passed, continue to be treated in the same 
way with regards to their EU derived-rights and, in the case of residency, 
their potential to acquire such rights in the future.”47 
 
                                                          
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Lords Amendments To The European Union (Notification Of Withdrawal) Bill. Diakses melalui 
situ resmi pemerintah Inggris https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-
2017/0152/17152.pdf pada 14 Desember 2017 
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Amandemen ini merupakan usulan dari Partai Buruh yang berisi jaminan 
untuk pekerja Uni Eropa agar bisa tetap tinggal di Inggris setelah Brexit. Mereka 
menuntut agar undang-undang tersebut segera dibahas dalam 3 bulan sejak 
pemberlakuan pasal 50 TEU. Menurut partai Buruh penjaminan hak pekerja Uni 
Eropa di Inggris merupakan tanggung jawab moral Inggris. 
Ketika dikembalikan lagi pada Majelis Tinggi pada tanggal 14 Februari 
2017 akhirnya Majelis Tinggi tidak memberikan amandemen dan 
menyepakatinya48. Persetujuan Majelis Tinggi yang begitu cepat juga 
disebabkan oleh tekanan  yang diberikan May. Sejak sebelum masuknya isu ini 
ke dalam dua kamar, May telah mengindikasikan agar isu ini segera dibahas dan 
menyampaikan bahwa akhir Maret perundingan harus diselesaikan. Kemudian 
pada saat isu ini sampai pada Majelis Tinggi untuk kedua kalinya, May dengan 
cara tidak biasa turut menghadiri pertemuan walaupun hanya sebatas sebagai 
pendengar, karena ia bukanlah anggota House of Lord49.  
Pada debat kedua dalam Majelis Tinggi terjadi proses yang tarik menarik 
mengenai pelolosan pasal 50 Lisbon. Dari pihak remain menyatakan 
bahwasanya mereka masih mengingkan adanya amandemen dalam pembahasan 
tersebut karena itu merupakan pembahasan kedaulatan yang tidak semestinya 
hanya berisi cek kosong. Hal ini seperti yang disampaikan partai Buruh melalui 
Barones Smith yang menyatakan bahwa pembahasan ini bukanlah suatu yang 
harusnya terburu-terburu karena menyangkut kedaulatan, "if sovereignty is to 
                                                          
48lords amendments to the European union (notification of withdrawal) bill. Diakses melalui 
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-2017/0152/17152.pdf pada 9 Desember 
2017 
49 Urged, Peer, Respect Brexit Decisions. BBC 21 Februari 2017. Diakses melalui 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-39020260 pada 14 Desember 2017 
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mean anything, it has to mean parliamentary responsibility"50. Ia juga 
menambahkan bahwa amandemen penting yang harus dibahas bukanlah 
bermaksud menghalangi namun sebagai bagian proses persetujuan. Perwakilan 
dari Partai Liberal Demokrat mendukung argumen Barones Smith dengan 
menekankan makna menghalangi dan mengamandemen51. 
Sedangkan dari kubu leave menyatakan bahwasanya pengulur-uluran 
waktu mengenai persetujuan ini akan melukai demokrasi masyarakat Inggris 
yang telah melaksanakan aksi demokratis melalui referendum. Hal tersebut 
seperti yang disampaikan oleh bangsawan anggota partai Buruh, Lord Howard, 
"All of us should respect the democratic decision to leave. If we do not, public 
disaffection from politics will become a crisis. Those who meditate a second 
referendum are playing with fire."52 
Ketua Majelis Tinggi sendiri, Barones Evans, menyampaikan bahwa 
dalam sesi kedua ini harus segera meloloskan hasil dalam pembicaraan majelis 
rendah, "This bill is not the place to try and shape the terms of our exit, restrict 
the government's hand before in enters into complex negotiations or attempt to 
re-run the referendum."53.  
Dari sini bisa ditarik analisa bahwa Majelis Tinggi tidak menghalangi 
keinginan pemerintah, dalam hal ini adalah kabinet yang diketuai oleh Theresa 
May, untuk mengaktifkan pasal 50 TEU. Namun mereka menginginkan adanya 
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perubahan mengenai hak-hak para pekerja. Dan ketika ada penolakan 
amandemen tersebut dari Majelis Rendah, Majelis Tinggi tidak berupaya lebih 
dalam amandemen yang mereka sampaikan di awal. 
5.3 The reward of The Game 
Perundingan dalam bikameral Inggris akhirnya memutuskan agar Inggris 
keluar dari Uni Eropa melalui European Union (withdrawal) Act. Guna 
memuluskan usaha Inggris, Inggris harus segera berunding dengan dewan UE 
mengenai hasil keputusannya. Inggris juga harus mengejar jadwal deadline yang 
dibuat oleh negotiator Uni Eropa. Secara umum berikut ini adalah tahapan Brexit 
setelah deklarasi Inggris terkait pasal 50 TEU pada akhir Maret: 
1. Akhir 2017-awal 2018: Pembahasan Rancangan Undang-Undang penarikan 
diri dari Uni Eropa (European Union (Withdrawal) Bill)  oleh parlemen Inggris 
2. Akhir Desember 2017: Michael Barnier, kepala komisi Uni Eropa untuk 
negosiasi Brexit menyatakan harus ada inisiasi diskusi mengenai wilayah 
3. Awal 2018: parlemen harus menyepakati European Union (Withdrawal) Bill 
4. Musim gugur 2018: Michael Barnier menyatakan pada waktu ini syarat-syarat 
keluar Inggris dari Uni Eropa harus sudah terselesaikan. Paling tidak harus 
sudah selesai pada Oktober 2018. 
5. Akhir 2018: Parlemen Inggris harus mengeluarkan pernyataan setuju atau tidak 
atas klausal kesepakatan  
6. Akhir 2018: Parlemen Eropa akan melakukan voting terhadap hasil 




7. 29 Maret 2019: Inggris keluar dari Uni Eropa54 
Selanjutnya pemerintah menyadari bahwasanya keluar dari Uni Eropa 
membutuhkan perencanaan dan program yang matang, hal ini mengingat sejarah 
panjang Inggrisn yang bergabung dengan Uni Eropa sejak lama sehingga banyak 
kebijakan dari Uni Eropa yang kemudian telah diadposi ke dalam aturan domestik 
Inggris. Program pemerintah Inggris dalam usahanya keluar dari Uni Eropa 
tertuang dalam European Union (Withdrawal) Bill yang telah dibahas dalam 
parlemen Inggris dan menurut rencana jadwal akan keluar hasilnya pada tanggal 20 
Desember 201755. Berikut diantara poin-poin utamanya: 
1. European Community Act 1972 akan dicabut pada hari ketika Inggris resmi 
keluar dari Inggris. 
2. Seluruh hukum Undang-Undang Parlemen Uni Eropa beserta segenap 
kewajiban dan prosedurnya akan menjadi hukum domestik Inggris sebelum 
dan sesudah Inggris keluar dari UE. 
3. Prinsip hukum UE akan hilang ketika Inggris keluar dari UE. Namun prinsip 
ini bisa diadopi oleh Inggris dan terbuka kemungkinan untuk dirubah 
bagian-bagiannya. 
4. Pengadilan Inggris tidak akan berkaitan dengan pengadilan UE setelah 
Inggris keluar. 
5. Kabinet dan Parlemen bisa membuat, merubah atau menghalangi aturan 
dengan tujuan utama untuk mewujudkan Inggris keluar dari Uni Eropa. 
                                                          
54 Walker, Niegel. Brexit timeline: Events Leading to the UK’s Exit From the European Union. 
Diakses melalui http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7960/CBP-7960.pdf 
pada 12 Desember 2017 
55 Diakses  melalui website resmi parlemen Inggris https://services.parliament.uk/bills/2017-
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6. Kabinet dan Parlemen bisa mengusulkan amandemen aturan-aturan terkait 
hukum UE yang dipakai sesuai dengan pertimbangan masing-masing posisi. 
7. Negara obyek devolusi Inggris, seperti Wales, Skotlandia, Irlandia, harus 
mengikuti aturan Inggris. 
8. Apabila ada perubahan hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan 
Uni Eropa di pemerintah negara devolved setelah Inggris keluar maka harus 
dikonsultasikan kepada pemerintah pusat 
9. Hak jaminan pembiayaan pengeluaran untuk segala persiapan mewujudkan 
penarikan diri dari UE56. 
 
                                                          
56European Union (Withdrawal) Bill. Diakses melalui situs pemerintah Inggris 
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0005/18005.pdf pada 12 Desember 
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